
l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5208);

Mengingat

Menteri Perhubungan tentang Pengaturan dan

Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa

Angkutan Penyeberangan;

yang menggunakan jasa

mewujudkan keselarnatan,

dan kelancaran angkutan

dibuat pengaturan dan

bahwa dalam rangka

keamanan, ketertiban

penyeberangan, perlu

pengendalian kendaraan

angkutan penyeberangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

a.Menimbang

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 27 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURANDAN PENGENDALIAN KENDARAANYANGMENGGUNAKAN

JASA ANGKUTANPENYEBERANGAN

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENGATURAN DAN PENGENDALlAN KENDARAAN YANG

MENGGUNAKANJASA ANGKUTANPENYEBERANGAN.

MEMUTUSKAN:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan, sebagaimana telah diu bah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 ten tang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5594);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun

2004 ten tang Penyelenggaraan Pelabuhan

Penyeberangan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2012 ten tang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 633);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844).
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Menetapkan



JenderalDirekturadalah7. Direktur Jenderal

Perhubungan Darat.

6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan

Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah merniliki Surat

Izin Mengemudi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan

jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang

dan kendaraan beserta muatannya.

2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang

terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak

Bermotor.

3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan

darr/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai temp at kapal

bersandar, naik turun penumpang, darr/ atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan

serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda

transportasi.

4. Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan

atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang

mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk

melayani angkutan penyeberangan.

5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang

menyediakan jasa angkutan orang darr/ atau barang

dengan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB I
KETENTUANUMUM
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Pasa15

(1) Operator pelabuhan penye berangan berhak menolak

kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

diatur dalam peraturan menteri ini.

(2) Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari

lajur antrian pembelian tiket.

Pasa14

(1) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b wajib dilakukan

penimbangan dengan menggunakan fasilitas jembatan

timbang.

(2) Berat kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi

kapasitas dermaga.

Pasal3

(1) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya harus diketahui

ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya.

(2) Ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak boleh

melebihi 4,2 meter.

Pasa12

(1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan

fasilitas portal dan jembatan timbang.

(2) Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sebelum loket

penjualan tiket kendaraan.

(3) Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan

diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan

wajib diketahui:

a. dimensi (tinggi); dan

b. berat.

BABII
TATA CARA PENGATURAN DAN PENGENDALlAN

KENDARAAN
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Pasal 10

Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada

Operator Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana

Teknis Pelabuhan Penyeberangan berupa penurunan tarif pas

pelabuhan sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BABIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasa19

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ditemukan pelanggaran, Direktur Pembinaan Keselamatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaporkan kepada

Direktur Jenderal.

Pengawasan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian

kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan

oleh Direktur Jenderal dalam hal ini dilakukan oleh Otoritas

Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis

Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal8

BABIII
PENGAWASAN

Untuk kelancaran pengaturan dan pengendalian kendaraan

yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan, operator

pelabuhan penyeberangan harus menyediakan jalur khusus

untuk mengeluarkan kendaraan dari pelabuhan

penyeberangan terhadap kendaraan beserta muatannya yang

memiliki dimerisi (tinggi) darr/ atau berat yang tidak sesuai

dengan peraturan menteri ini.

Pasa17

Pasa16

Operator Pelabuhan Penyeberangan wajib mengeluarkan

kendaraan dari lajur antrian pembelian tiket sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
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sali~n sesuai engan aslinya

I rPA~BI ~ HUKUM

'SRI LE~TARI RAfAYU
Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19620620 198903 2 001

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN2016 NOMOR 430

DlREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUM DANHAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2016

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2016

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun

sejak tanggal diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

penyelenggaraan transportasi penyeberangan dinyatakan

tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasa111

BABVI
KETENTUANPENUTUP
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